PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan
yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial
dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja,
pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian
yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di
Kabupaten Malang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah berkewenangan untuk melakukan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha di bidang
kepariwisataan secara terpadu dan terarah untuk menjadikan
kegiatan kepariwisataan sebagai andalan penggerak perekonomian
daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan
usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata
kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan mengamanatkan perlunya dilakukan daftar usaha
pariwisata, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan, mengamanatkan bahwa untuk dapat
menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan

usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
pelaksanaan  penyelenggaraan  TDUP  harus dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh
lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat
ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan
kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan
untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat
adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan

pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan

kegiatan pariwisata, khususnya dalam pelaksanaan TDUP.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
penyelenggaraan TDUP harus dapat membangun semangat
kemandirian masyarakat untuk tidak tergantung kepada
pemerintah  dalam  berinisiatif mendaftarkan usaha

pariwisata yang dijalankan.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa
pelaksanaan penyelenggaraan TDUP dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh komponen masyarakat pengusaha usaha

pariwisata untuk secara aktif mendaftarkan usahanya.

Huruf e

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa
dalam pelaksanaan penyelenggaraan TDUP perlu adanya
kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah,
pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan
pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan
kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian

serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.

Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
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